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ABSTRACT
Bonds are bonds issued by issuers and traded in the capital market. Capital Market Regulation has not protected investors in conducting capital market traffic. Every year some issuers default in the form of defaults on bond investors. Preventive legal protection, and trustees when negotiating agreements with issuers are constrained regarding the disclosure of data and information of issuers, financial services authorities, and bondholder investors so that they are effective when entering into agreements. Associated with the responsibility of the issuer in the issuance of bonds. In this study, the question of Legal Protection for Investors in Agreements through Bonds in the capital market is related to the responsibility of issuers as issuers and the Concept of Legal Protection for Investors in Investment Agreements Through Bonds in the Development of the Indonesian Capital Market.
The results The Concept of Legal Protection for Investors in Investment Agreements Through Bonds in the Capital Market in the Framework of Indonesia's Economic Development is the need for a guarantor institution for bond issuers that issue bonds as well as deposit insurance institutions in the banking world. This Hal has been regulated in Article 55 paragraph (2) of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Article, namely Clearing and Guarantee Institutions must guarantee the completion of Exchange Transactions. Paragraph (3) Procedures and guarantees for the completion of Exchange Transactions as intended in paragraphs (1) and (2) are based on contracts between stock exchanges, to guarantee the completion of Exchange Transactions as intended in paragraph (2), Clearing and Guarantee Institutions may establish guarantee funds that must be fulfilled by service users of Clearing and Guarantee Institutions. But until now the guarantee to bond investors has not been instituted as deposit guarantee institutions in the banking world.
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ABSTRAK

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan emiten dan diperjualbelikan dalam pasar modal. Regulasi Pasar Modal belum melindungi para investor dalam melakukan lalu lintas pasar modal. Setiap tahunnya beberapa emiten wanprestasi berupa gagal bayar terhadap investor obligasi. Perlindungan hukum secara preventif, dan Wali amanat ketika bernegosiasi perjanjian dengan emiten terkendala soal keterbukaan data dan informasi emiten, Otoritas Jasa Keuangan, dan investor pemegang obligasi sehingga berkesan telah valid ketika melakukan perjanjian. Dikaitkan dengan tanggung jawab emiten dalam penerbitan obligasi. Dalam penelitian ini mempertanyakan Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Perjanjian melalui Obligasi di pasar modal dikaikan dengan tanggungjawab emiten sebagai penerbit dan Konsep Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perjanjian Investasi Melalui Obligasi dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dalam kajian ini, melalui dua tahapan yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Hasil kajian Tanggungjawab Wali Amanat terhadap investor Pemegang Obligasi melakukan tindakan untuk kepentingan seluruh investor, menghindari terjadinya benturan kepentingan antara wali amanat dengan kepentingan investor pemegang obligasi (duty of loyalty and good faith). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Perjanjian Investasi Melalui Obligasi di Pasar Modal Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia adalah diperlukan adanya lembaga penjamin bagi emiten obligasi yang menerbitkan obligasi sebagaimana halnya lembaga penjamin simpanan dalam dunia perbankan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. Ayat (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan. Namun hingga saat ini jaminan terhadap investor obligasi belum dilembagakan sebagaimana lembaga jaminan simpanan pada dunia perbankan.
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